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LAPORAN msn’. EMBAHASAN
RANPERDA TENTANGf ENANAMAN MODAL
Disampaikan Pada Aéara\ pat Gabungan Komisi
| Senin, Ta\n%gal 9 Mei 2014
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Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Proviinsi Sumatera Barat |
Yth. Sdr. Ketua-ketua Komisi | “ l

Yth. Para Hadirin yang berbahagia.

|

- Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama

ucapkan puji_dan syukur ]kehadualt JAllah SWT, oleh karena berkat
- rahmat, hidayah dan karun1a~Nya kita!

iberikan kesempatan pada hari ini

~untuk dapat melaksanakan rapat iéabungan komisi dalam rangka

pentyampaian laporan has11 pembaha an sekaligus dalam rangka
penyamaan persepm terhadap F?anca gan Peraturan Daerah tentang
Penanaman Modal. , |

Shalawat beriring salarp,\, ﬁda lupa pula sama-sama: kita
sampalkan kepada junjungan 5<1ta Nabi Besar Muhammad SAW yang
telah membawa kita dari alarq ke_]ah111ahan menu_lu alam yang penuh

' dengan keberkahan dan 11m1il pengetahuan sebaga,lmana yang klta

rasakan saat ini. ’ : , ' o

-

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kam1 ‘atas nama Anggota Tim

Pembahasan Ranperda Penanaman M dal menyampalkan ucapan terima

: ka81h kepada P1mp1nan dan | rekan—re an an "ota Dewan yang telah

memberikan kesempatan dan keperca?laan kﬂpada kami melakukan

pernbahasan terhadap Ranperda tentang enanaman Modal.
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Berkenaan dengan hal diatas, perkenankan kami - untuk

menyampaikan laporan terhadap hasil pembahasan Ranperda tersebut

sebagai ber!ikut : ’ |

A. Pendahuluan IR \

Secara normat1f landasan untuk rrlxerumuskan kebijakan 1nvestas1 di
daerah telah d1atur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf I Peraturan Pemenntah
Nomor 38 Tahun 2007 tenta,n I£em gian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerlntahan Daer h i povinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota dinyatakan b a salah satu yang menjadi urusan wajib
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemtnntahan Daerah Kabupaten/ Kota

adalah- penanaman modal. Untuk menggerakkan roda perekonom1an dan

pembarngunan khususnya di ]daerah sangat dibutuhkan penanaman
modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam ;'rangka mendorong dan Imeningkatkan penanaman modal
tersebut, pemerintah sudah‘ fherigehiiaffkén' Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Moda.l& Sejalan dengan amanat Undang-

'Undang tersebut  tersebut Pemerlnta.hr Provinsi ‘Sumatera Barat juga

memandang bahwa penanan}an modal "menJad1 hat yang sangat penting
dalam menggerakkan pembangun?n dal“ kerangka otonomi daeraﬂ‘i’"
Tidak dapa\t dlpungkm {lag1 tfa wa penlngkatan investasi dan
perluasan usaha membutuhka\ll b1aya an dana yang cukup besar yang
tidak' mungkm seluruhnya dxtclnggung oleh Pemenntah Daerah melalui
APBD. Untuk itu dibutuhkan!' pih k—plhak yang bersedia untuk

menanamkan modalnya baxk dap dalam negen maupun luar negen \




. : 'l
Pemenntah Daerah Sﬁlaku pem gku kebijakan perlu menyiap;kan
stimulus berkaitan dengan' kebl_]aka penanaman modal yang ramah

untuk dapat menmptakan 1kl;m< penanaman modal yang kondusif dan
d1m1nat1 oleh paxl'a investor, @1 h \seba itu perlu dipersiapkan perangkat

hukum berupa peraturan daerah Vang kan menjamin hal tersebut.

‘Sesuai dengan hal d{;latas,: anitia pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal telah melaksanakan

‘tigasnya melakukan pembahaéan terhadap Rancangan Peraturan Daerah

tersebut dengan mengacu terhadap ketentuan ketentuan yang mengatur
penanaman modal serta dengan mengakomodlr local msdom yang berlaku

ditengah: kehldupan masya;'akat Sl‘.lrratera Barat yang menya.ngkut

penanaman modal tersebut ]

| !
.B. Tujuan Pembahasan. . : ; 1

Sebagalma.n‘lel yang telah; d1un f pkan dlatas, Pembahasa.n atas
Ranperda Penanaman Modal‘ be ujuan untuk. menyiapkan peraturan
yang 'tidak hanya normatif naqkm:@n Juga ap_likatif, .yang nantinya Edapat
dlgunakan ‘untuk membeqkah ;Jenyelenggaraan, perhndungan

pengemba.ngan da.n optlmallsjsx terhadap penanaman modal | ' yang

dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat. . M

|
C. Proses Pembahasan. !

Sesuai denga.n ’Keputusan Rapej ‘Badan- Musyawarah yang telah
mengaloka31kan waktu - kepada Tim Pe bahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penanaman Modal unltdk melakukan pembahasan atas
Rancangan Peraturan Daera}# 1n1l ma a Tim “Pembahasan Rancangan

odal »telah‘ melakukan kegiatan

Peraturan Daerah tentang Pena.hama.nl

S
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sebagai berikut : |
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a. Rapat Kerja awal (tanggal 21 Februari 2014). |
Dari hailsil rapat kerja yang dilaksanakan oleh Tim pembahasan

" “Komisi fil bersama BKPM Provinsi ?umbar, Biro Asset dan Biro Hukum

Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar, didapat masukan serta persamaan

persepsi awal tentang urgens1w \pembahasan ranperda tentang

Penanaman Modal yaitu :.

1.

Ranperda 1n1 telah pemah dlbaha‘ns pada penode 2004-2009 namun

T belum sempat terselestal%(ah kar na habisnya masa waktu DPRD

waktu itu. Dimana Ra perda ihi disusun sebagai pelaksanaan

amanat Undang-Undang NoTxor ‘Tahun 2007 tentang Penanaman

‘Modal.

|

X, "”‘

.Jangkauan dan arah pen aturan ari ranperda ‘meliputi XI BAB dan
34 Pasal yang meliputi : \ '

] |

- BABI tentang Ketentu. n Umum | i
- BAB II tentang Kewenangan - | |
. BAB Il tentang Perencanaan |

- BABIV tehtarig Bidaﬁg Usaha !déln Pengembangan"

- BABV tentang Hak, Kewa_nban ctian Tanggung]awab

- BAB VI tentang Pelaksanaan L |

- BABVII tentang Pers Serta Maryarakat |

. BAB VIII tcntang Pembmaan, lTe ngawasan dan Pengendahaﬁ"“

3.

- BABIX tentang Penyelesamn engketa

- BAB X tentang Sanksi dnnmgtram dan
- BABXI tentang Ketefi.t'uahi"PenhiLup
Tujuan dari ranperda ini .Edalah untuk mendorong ‘penanam modal

: agar melakukan penanaman modal di Sumatera Barat |serta

l
menjamm kepast1an melakukan penanaman modal. ’,

i
P
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4. Provinsi yang telah %nemmkl . Perda sejenis yaitu Provinsi Aceh
Jawatengah Jawa Barat dan Gp ontalo.

f

8, Dlharapkan dengan selfsimy anperda ini nantinya dapat segera

d1t1ndak1ar{1ut1 oleh Kab/Kota se ingga menjamin kepastlan hukum

| berinvestasi di Sumbar. \ | |
1 \ ‘ i
b. Konsultasi dengan BKPlvq RI dan Biro Hukun; Kemeterian Dalam
Negeri di Jakarta (tanggal 15 s/d 18 April 2014) l
Dari Konsultas1 ‘yang dllg.ksa,nakan ke .BKPM RI dan-Biro Hukum.
Kementerlan Dalam Negeri, Tim pem‘pahasan mendapat masukan penting

terhadap substan81 ranperda tentang Penanaman Modal, yaitu :

; perda tentang Penanaman modal
yang telah dlslapkan oleh DPRD Prov1n31 Sumbar beserta Pemerintah

Provinsi Sumbar sudah bukup baik, namun ada beberapa hal yan

perlu d1tambahkan dan ‘dlkombmahkan dalam pasal-pasal ranperda

- ind- terutama terka.lt pengu?tan p

sy

sanaan’ Penanaman modal agar
dapat berdaya‘ saing; SR oL

S
2. Penambahan aturan pada bag ‘an m ngmgat ya.ltu

a. Peraturan Presiden Nom(?r 39 Tahun 2014 teptang Daftar Bldang
Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang ’I‘erbuka de
Persyaratan di Bidang Pe: hanaman Modal. S -

b. Perattiran Kepala BKPM:RI Nomor 10 Tahun 2012, tentang Petunjuk

) Pel_aksanaan Peraturan Kepala B|KPM RI Nomor.10 tahun 2011.

i

3. Perlu penyesualan dalam hal legal

draftmg sepertl penulisan pada
. bagian mengingat pomt 13 udaH perlu d1cantumkan kata-kata
“Repubhk Indonesia”. - \ i . - o P |

s i : -
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4. Ketentuan pada point 27& pada pasal 1 tentang Ketentuan | Umum

d1h11angkan kata-kata “yarig tertuhs karena norma dan Hukum adat
pada umumnya tidak tertulis.
S. Ketentuan pada huruf a Pasal 4 i<ahmat “investasi” sebaiknya diganti
. _dengan “penanaman modal” karé a kata “investasi” lebih digunakan
untuk kegiatan promosi. n\ l
6. Pada ketentuan Pasal 5 tentangl Ruang Lingkup huruf c perlu
dltamba.hkan kata-kata ;perlz;nan an non perizinan sesuai den‘gan
ketentuan Peraturan Kepala ﬁKPM RI Nomor 5'Tahun 2013 sehingga
_ hur’uf c berbunyl : Pelayana pe{r" inan dan non perizinan dibidang
‘Penanaman modal. l T :

‘ !

7. Ketentuan-ketentuan yang i’néngatu tentang Penanaman Modal Asing
seperti yang' tercantum Hada ‘Pasal "19 dan Pasal 20 sebaiknya
dihilangkan saja. karenev Penanaman Modal asmg masih menjadi

kewenangan Pusat.

- 8. Ketentué.n pada Pasal 23 kata-katia pemerintah Kabupaten/Kota juga

sebaiknya d1h1langkan saja karena ranperda ini lebih ditujukan pada

~"pember1an 1nsent1f dan! kemudahrm yang harus dllakukan oleh
provinsi. n s |
9. Ketentuan Pasal 28 huruf c terk\a.lt pengawasan fiskal bukanlah

wewenang BKPM melalnkan Dxr_]en ]:'Jea dan Cukai. s
c. Study Banding ’ ﬁ _ o i
ilaﬁcsanakan -dalam - rangka menambah
masukan terkait pembahasan ranperda tentang Penaman Modal tanggal
5 s/d 10 Mei 2014 ke Badan tPenanaman Modal dan Promosi Prov1ns1
Jawa Barat qlan Badan Pcnananllan Modal dan Promosi DKI Jakarta. Hasil
dari st};dy bénding:,ters_ebut didapat m?sukan sebagai berikut :

-~

| ‘ _
Study banding .yang




. BPMP Prov1ns1 Jawa Barat

1.

|
i |
- Untuk memlcu 1m{eﬁtaél d1 rovinsi Jawa Barat dalam Perda

tersebut diberikan 1nsént1f . geperti : pemberian penghargaan,

pengura‘ngan kermng.na\m ak u pembebasan pajak daerah dan

" retrubusi daerah, pe bérlan ana stimulan untuk usaha' mikro,

kecil menengah dan ‘koperas serta pembeérian bantuan, modal
1
untuk usaha mikro, kec1l menengah dan kOperas1

. Disamping 1nsent1f Pemerintah Provms1 Jawa Barat juga

‘memberikan kemudahan seperti : Penyediaan data dan 1nforma81

penanaman 'modal, = peny‘f:diaan sarana dan prasarana,

‘penyediaan lahan atau lokai?i, pemberian bantuan tekhnis dan
percepatan pemberian, perizin penanaman rmodal.

. Terkait pengaturan tentang Irok'aI contein' dalam pefda Jawa

Barat tidak diatur alam perda namun diatur dalam kebuakan-

'kebuakan yang dlmangkan dalam pergub.
. Terkdit sanksi’ d1at1.1r ya tu" sanksi - administratif berupa
penngata'.n tertulis, per batasan kegiatan usaha, pernbekuan dan

| pencabutan kegiatan usapa dam /atau fasilitas penanaman modal

yang dikenakan terhadap Badan Usaha maupun Usaha
perseorangan, sedangkan sanks1 Rdana dlsesualkan dengan
peraturan Per—UU an yLa.ng 1eb1h tinggi. - i

P

. Perda Prov1ns1 Jawa Barat ini tetap memberikan kesempatan

seluas luasnya kepada Modal| Asmg maupun Modal Besar namun

Untuk penyelesalan

masalah D ‘ ] ]

tetap memperhatlkan Usaha Mlkro, Kecil dan Menengah.
: Masalah i Provinsi Jawa Barat dibentuk
Tim Taskforce yang terdln darl Kepala BPMP'dan Instansi terkait

untuk membantu pengpsaha .pengusaha dalam penyelesai%ah

Il“
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B. BPMP Provinsi DKI-Jakarta | ‘1

i

1. BPMP DKI-Jakarta Juga berencana memasukkan masalah 1nsent1f
dalam raperda mereka, kareTa walaupun penanaman modal di
DKI Jakarta cukup besar namun pemberian insentif adalah
bentuk dukungan terhadap pe‘nanaman modal yang ada di DKI-
Jakarta. o |

2. Perlu juga dijelaskan dalam rz?.perda tentang penanaman m?dal
tentang. per1zman serta‘t fungs1 pengawasan paska izin keluar.

3. Perlu _]ug|a dipikirkan ﬂdalam raperda ini untuk memasukkaan
masalah

| pembukaan penanamah rpodal * R S
- 4. Perlu _]ug\a dljelaskan lablh rincif tentang' k‘ewa{jiban dan hak'daléin
penanaman modal ‘séperti masalah CSR! - menjadi kewajlban

proses periuthpan ‘penanaman modal disamping

peng'usaha padahal d#m aturan undang—undang yang 1a1n CSR
d1urut satu persatu.; s

|
d. Rapat Kerja lanjutan dengan Tim Peimerintah.Dagrah _
, . . . ' Lt 1
" Rapat. Kelja ini. dllaksanakan }dalam -rangka menindak »Autl
hasil konsulta31 dan study £ahd1ng Rapat Kerja ini dihadiri oleh Badan
Penanaman Modal Provinsi- aﬂ BII’O Hukum yang dilaksanakan pada
tanggal 13-Me1:-i01;4 dan dihasi kan\; hal-hal sebagai berikut :
1. 1 Menambahkan huruf c pada kongideran Menimbang yang berbunyi :
_¢.’bahwa untuk membe; ikan jpedoman dan. kepastian hukum
kepada penanam modal di  Provinsi Sumatera Barat, lmakxaL

d1per1ukan pengaturan #entang Penanaman Modal %

e e




. Melakukan perubahaﬁ bebérapia‘point pada konsideran mengingat

yaitu : e 1 1 | ‘, |
- Menggant1 Point 14 dengan |ketentuan terbaru yaitu Peraturan
Pres1den(N0mor 39 T ﬁC 14 tentang Daftar Bidang Usaha
Yang Tertutup dan 1dang Usaha Yang Terbuka Dengén
Persyaratan di Bldang e anaman Modal yang sebelumnya dlatur

|
- dengan Peraturan Pres}den Nomor 36 Tahun 20 10. "

- Menghllangkan Point 2% tentang Perda Prov1ns1 Sumbar Nomor 13

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang MenJadlkan
KeWenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat karena
sudah mengacu padaJPP Nomc1r 38 Tahun 2007.

- Memasukkan ketentuan tentané RTRW dan L1ngkungan Hldup

. Melakukan perubahan| Pasal - 1 1tentang Ketentuan Umum pada

point 6 dengan menyeshapkan nor‘nnenklatur BKPMP yang nant1r\1ya
akan bergantl menjadi BKPM dan, PTSP Provinsi Sumbar serta

memmdahkan beberapa Iger ian kebahagian penjelasan karena
hanya disebut satu kahl

Ja pada  pasal-pasal yang ada dalam
raperda ini seperti pengetl'u Dia1raﬂ dan Informasi serta pengertian

Hukum adat, e | 1

. Merubah kata-kata 1nve§ta81 yang sebelumnya tercanmm-r;ﬁda

pasal-pasal pendahuluan menjadi kata kata penanaman modal
seperti pada Pasal 4. g" |

. Menambahkan kata kai:a Non 1Perlzman pada Pasal 5 huruf C

tentang Ruang Llngkup sehlng%a pasal ) huruf c berbunyi

pelayanan penzman dan nonpenzman dxbxdang penanaman

modal”. ! o ! \
. | ! |
1 | 1

| \
L
R o

|

L |
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6. Mengganti ketentuan pada pasal 8 dari Peta | Jnvestam dan lPoten81

"\‘umber Daya Daerah menjadi Data dan Informasi Penanaman

»-Modal sehingga pasal 8 baru secara utuh berbunyi :
i .

{

! - Bagian ]iKedua

\I] : | i Data dan Informasi éPTnanaman Modal

| Pasal ]8
\ |
| (1) Pemerintah daerah menyusuq data dan informasi penanaman modal

, daerah serta _sarana prasFranal
penanaman m5da1 di daer y%.ng

a, sumberdaya alam;

endukung untuk pengembangan
eliputi :

| |
sarana dan prasarana pendukun

o

kelembagaan, | ' ' |

. 1 ! ‘
‘sumberdaya manusia; \

o a0

-Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; dan

4

t f. usaha besar | ‘. |

}\hl (2) Penyusunan data dan, 1nforma'L1 Lpenanaman modal daerah serta

sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dllaksanakan oleh Badan sesual d\engarrStandar Pelayanan M&#'xal

di b1dang penanaman modal' '

7. Merubah buny1 Pasal 16 hrurluf a y g semula berbunyi : “ menjamin
| ltersedlanya ]rnodal yang by re*sal dari sumber sah” menjadi berbuny1
“ menjamin tersedianya n(od.al yang berasal dari sumber yang tidak
bertentangan dengan peraturan pe ndang—undangan '\ ‘

8. Menghllangkan ketentuan yang berka1tan dq:ngan Penanaman
Modal ‘Asmg sebagalmana( tercantum pada Pasal 19 dan pasal 20
karena, Penanaman Modal As1ng ma31h menjadi Kewenangan Pusat.

i‘ R . } 10
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9. Menghilangkan ketenthan Pasa]{ 21 ayat (3) tentang Pemenntah
kabupaten /kota menﬁrbltlﬁan P rizinan berskala kabupaten/ kota
~sesuai kewenangan berdasFlrkan ketentuan peraturan perundang-

undangan - karena raperda 1p hanya mengatur kewenangan

o Pemenntah Provinsi. |

10. Menghilangkan kctentugn} Pas 1 22 ayat (3) tentang Dalam
pelaksanaan pelayanan rbadu satu pintu sebagaimana dxmaksud
pada ayat (2) dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuaJ
ketentuan peraturan i)erundang-undangan, karena nantlnya

pelaksanaan pelayanan terpaﬁlu satu pintu nantinya menjadi
bagian pada BKPM Prov1ns1 '1 '

11. Merubah bunyi pada Pasal 25 sé ingga Pasal 25 baru berbuny1
Bag1an Keermpat : 5

'Keqqsqma dan Koordinasi
b 1 :

(1) Pemenntah Daerah dapat Eelleqas
rangka percepatan penanarn modal-atas dasar prinsip kexjasama

|
sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan \

2) Kerjasama sebagaimana dm%laksud pada ayat (1) disesuaikan ﬁan
potensi Dlaerah dan beljbagal_ arah kepljakan pembangunan di Daerah.
o \
12. Menambahkan bunyi pada Pasa\l 15 pada pasa.l 32 ayat 1 sehingga
berbunyi :

(1) Setiap penanam' modal yaﬂlg tidak memenuhl kewajiban

sebagalmana d1ma1¢sud| dalaf Pasa.l 15 dikenakan sanks1
v admlmstrauf berupd.... ﬁ |
|
L
ik

{’ 1

\




|

|

|

. §

13. Menghilangkan ketentu'F.n Pasal 33 ayat 2 yang berbp.nyi
Ketentuan yang belunL diatur dalam Peraturan Daeralﬁh ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih | lanjut

|
|
i
|

deggén Peraturan Gube;‘nur, karena merupakan delegasi blanko

_yang tidak jelas mengenai pasal%bcrapa.
| |

d. Konsultasi terhadap Sub?st}angi dan Legal drafting Ke Biro Hulkum
Kementerian Dalam Neggj‘:i,idi JakﬁgTa tanggal 13 8/d 15 Mei 201{4.

SRR i} !

|

Konsulta$1 terhadap subétani i dan Legal drafting ke Biro Hukum
: ,

Kementenan Dalam Negeri dxlpefole rasil sebagai berikut :

a . Pada dasar hukum men%mgat sebalknya yang dicantumkan adalah
peraturan yang memermtahkan erda tentang Penanaman ‘Modal
dibuat baik Undang-Undl,amg tentang Penanaman Modal, Per.?turan
Pemermtah dan Petunjuk: lamnya serta peraturan yang memben
keweniangan terhadap Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan
Penanaman Modal, mlsalnya . ketentuan tentang RTRW dan
ngkungan Hidup tidak perlu dlpantumkan

b. Keétentuan pada Pasal 2 huruf j j y%ng mencantumkan tentang asas “
Kenyamanan dan Keamanan Beru{saha kalau memang merupakan

dsas yang lazim dlgung.kan dan [bersifat pr1ns1p ‘serta dlpeTTﬁﬁan
boleh dlcantumkan 3 | ey

¢. Ketentuan P‘asal 8 huruf]f tenté g “Usaha Besar”, kalau memang

ada aturan yang menjelask: dg:l memeberi batasan secara tegas
'maka ayat ini boleh d1cantuq5kan o | | |

d. Ketentuan Pasal 15 aya d tenténg menjaga kelestarian fungs1
11ngkungan h1dup ‘yang mpang tindih denga'p pasal 16 huruf e

sebaiknya dicantumkan | saja pada Pasal 15 karena 'lebih
memberikan penegasan. ' ., . |
| | 12
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e. Pasal 19 ayat 3 bisa dlcantumkaq
Pasal 20 yang menjela kan tenta g nilai rupiah besaran Penana.man
Modal Dalam Negeri * ang har]u diproses menggunakan SPIPISE
sebaiknya dlatur dengan| pergut? tau diatur oleh instansi tekmsnya
saja. | ‘ \
'sehingga Pasal 20 cukup s?tu ayat dan berbuny1 “Penanam modal
Dalam Negeri wajib m?laksan an ketentuan dan persyaratan
bidang usahanya yangvdﬂetapka‘n oleh 1nstans1itekn1s yang mlellkl
kewer}angan perizinan dan noriﬁérizinan” |
e ‘K_et.:enjtuan Pasal 21 ayat 2 diubah menjadi “ Pemerintah Provinsi
menexlbifkaitl' perizinan seseuai Hl(ewenangan berdasarkan ketentuan
peraturan P§mndang-ulndangdnT.‘ l ‘
e. Finalisasi 'peiin"bahas'an' :bei‘éamb%- | Pemerintah Daérah ‘terhadap
Rancangan Peraturan 'Dae'r‘a‘!h' t!:ént‘#ﬂlg* Penanaman Modal. ' )
4 , b
Setelah mplak‘ukan tahaﬁan\ kegiatan diatas maka Kami

melaksanakan finalisasi terhada Ranperda tentang Penaman Modal

dengan persandmgan sebagalm %. terl mp1r

‘ . i
] |
f. Kesimpulan dan Saran ’ i | - ..'?aa-‘

- Kesimpul#n

\ ‘
Dari rangkaian kegiatan pembahasan yang telah dilaksanakan

. diatas, maka pada prlns1pnya Ranpezl"dE tentang Penanaman Modal ini

perlu segera dltetapkan men_]adl pera uran daerah dengan beberapa
catatan sebagai berikut : I | |
: | : ’

N
: SR S

\
|
| 5




- Saran - ~(

1.

|
| a | |
o I |
!
1. Substansi ranperda ini dﬂharapkan dapat membenkan perhndungan

terhadap penanaman nTodal yang selama ini kurang memiliki
kepastlan hukum.

: Ranperda tentang Penaman Modal memberikan insentif dan

\
kemudahan terhadap prosesl penanaman modal di Provinsi

| o
Sumatera Barat. ‘ g

| ‘ i

1

o L 1
Dari rangkalan hasil pembahasan yang telah dikemukakan oleh Tim

pembahasan raperda tentang Pene.n an Modal, maka Tim pembahasan

menyarankan hal‘hal sebaga1 beri

pembahasan Rancangan Perat I

ut
Karena Perda tentang Pe atam Modal ini nantinya merupakan
) perda payung, maka Kal? / ota erlu’ segera menindak lanJutmya

dengan perda yang mengé.tur tentang penanaman modal di masmg—

l

masing kab/kota. | | | ’
. Agar Pemenntah Daerah konsisten terhadap pemberian insentif dan
kemudahan terhadap penanaman modal.

. Perlu segera dilaksanakan . soi1al1sa31 dari: perda ini nantinya
sehmgga terdapat kesamaan per ep31 chmasmg—masmg Kab/kota

‘sehmgga segera dapat menlndaklanjutl dengan perda sejenis.

L
P N

) n -
gPENUTUP ;-3 | r!l-- o

Dem1k1an hal hal yang da at \Kami sampaikan tentang Proses
aﬁn Daerahl tentang Penanaman Moda.l

dalam Rapat Gabungan KonJalsi kah iﬁi. Selan_]utnya demi 1eb1h
sempurnanya Ranperda ten ng Penanaman Moda.l ini, \Kam1

mengharapkan saran, masukaq dari Ketua Wakll Ketua dan Anggota
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yang hadir pada rapat Gabun%ark Ko

walhidayah Assalamualaikum Wr.

Ketila,

/’

|
E
H.DEDY EDWAR, SE.MM
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retaris,

misi ini. Akhir kata Wabbilahitaufik

-
i
!

| Padang, 19 Mei 2014
|

b
Tim Pembahasan
Ranperda 1:en§tangr Penanaman Modal,

L Wakil Ketua,
|

H.RAFDINAL, SH

H.DODI DELVI, SE .
]: | ‘ R 4

X H

15




1
i

E

ANGGOTA TIM PEMBAHASAN RANl‘:ANGAN PERATURAN DAERAH

| P
] TENTANG PENANAMAN MODAL |
.
| I
NO {NAMA . 1 | FRAKSI JABATAN
1. '|H. TRINDA FARHAN SATRIA, PKS KOORDINATOR
| sT.MT l\ . | ;
_ | ‘
! : . P
2. | LISWANDI,SE i\ '|  DEMOKRAT ANGGOTA
3. | ZULKENEDI SAID, S.Sos | GOLKAR ANGGOTA
! l
4. |Drs.ASRIL KASOEMA . | GOLKAR ANGGOTA
5. | SABARAS, S.Ag | \ GOLKAR ANGGOTA
6 |INDRA Dt.RAJOLELO ,SHMM ||| PAN ANGGOTA
7. | HHHASWAN, BE Lo HANURA ANGGOTA
8. | DARMAWI,BSc + || GERNDRA ANGGOTA
| EE | |
9. |SYAHRUL | mMAbHAN PPP ANGGOTA
TANJUNG SINARO, S.Ag | | -
Lo ‘;
10. | DEDRIZAL } “PPP | ANGGOTA
: . ' | : 2
o | -
11. | HILSON CONG, SE | P.REFORMASI ANGGOTA
| |
| ]
|
i
|
o 0
- S B -
AR |
| E | |
I
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\ |
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PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI HANURA

TERHADAP

5 (lima) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

" TENTANG

. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2015.

. PENANAMAN MODAL.

. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT. |

. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG RPJMD PROVINSI SUMATERA
BARAT.

Disampaikan pada rapat paripurna
Hari Selasa, 20 Mei 2014

Dibacakan oleh
Drs. H. MARLIS, MM




Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yth,
e Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

e Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

e Forkopimda , Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi
Agama Provinsi Sumatera Barat.

e Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor
dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

e Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
e Pimpinan BUMN / BUMD Provinsi Sumatera Barat.

e Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Saudara Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat serta hadirin
yang kami muliakan :

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan
syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, hari ini
kita hadir di gedung dewan ini dalam rangka penyampaikan Pendapat

Akhir Fraksi terhadap 5 (lima) Rancangan Perda terhadap :

1. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2015.

2. PENANAMAN MODAL.

3. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 4
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

4. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERIA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.




5. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN
2011 TENTANG RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT.

Saudara Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat serta hadirin

yang kami muliakan :

Pada kesempatan vyang berbahagia ini, Fraksi Partai Hanura
mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan
kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat akhir dari 5
(lima) ranperda ini.

Setelah kami membaca dan mempelajari Laporan penyamaan persepsi
terhadap hasil pembahasan 5 (lima) Ranperda maka kami dari Fraksi Partai
Hanura menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting dalam
rangka Pengambilan keputusan terhadap 5 (lima) Ranperda dimaksud

antara lain sebagai berikut :

I. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2015.

1. Dengan ditetapkannya ranperda ini menjadi Perda, hendaknya
Pemprov maupun Pemkab/Pemko dapat mengimplementasikan dan
mengaplikasikan perda ini dengan arah dan tujuan pembangunan
kepariwisataan yang jelas yang sesuai dengan sasaran pembangunan

kepariwisataan Prov. Sumbar.

2. Pembangunan kepariwisatan ini haruslah disesuaikan dengan budaya
dan adat istiadat pada masing — masing kab/kota, sebaiknya
pemprov memberikan keleluasan yang penuh pada masing — masing
kab/ kota dalam hal pengembangan dan pembangunan

kepariwisataan di daerahnya masing — masing.

3. Diharapkan pemprov segera melakukan sosialisasi Perda kepada
Pemkab dan Pemko sehingga nanti dapat menjadi payung hukum

dan pedoman dalam menetapkan Perdanya masing — masing .




4. Sebagai daerah yang mempunyai potensi wisata yang cukup
potensial sebaiknya pemerintah prov dan kab/ kota melibatkan
seluruh stakeholder yang ada untuk membagun pariwisata di
sumbar, diharapkan dengan dilibatkannya para stakeholder tersebut
promosi daerah — daerah wisata di sumbar semakin baik dan akan
berdampak bagi kunjungan wisatawan baik domestik maupun asing

yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah.

5. Dengan dikembangkannya daerah wisata dan peningkatan sarana
dan prasarana serta penambahan objek wisata pada daerah
pariwisata Sumbar maka secara tidak langsung akan merekrut
sumber daya manusia yang ada disekitar objek wisata tersebut, hal
ini akan berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran di
prov. Sumbar, untuk itu kami meminta kepada Pemprov. Untuk
bersungguh — sungguh mengolah dan mengembangkan seluruh
potensi pariwisata yang ada di daerah Kab/ kota di seluruh Prov.

Sumbar.

6. Pengembangan daerah kepariwisataan di Prov. Sumbar seharusnya
sejalan dengan peningkatan mutu dan kualitas SDM sehingga
tercapai dan terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang sesuai

dengan harapan dan tujuan kita bersama.

7. Sebaiknya pemprov perlu mencarikan upaya yang sistematis untuk
é{}"»bra-s melakukan intervensi pembiayaan destinasi wisata yang ada di
Kab/ Kota melalui alokasi anggaran APBD Sumbar karena tampa hal

itu akan amat sulit bagi pemerintah Kab/Kota untuk bias Sz |
meningkatkan kualitas dan infrastruktur destinasi — destinasi wisata

tersebut.




Il. PENANAMAN MODAL.

1. Kami dari Fraksi Hanura berharap setelah dritetapkannya Ranperda
ini menjadi Perda, Pemprov segera mensosialisaikannya kepada
pemkab/ pemko sehingga terdapat penyamaan persepsi dimasing —

masing kab/ Kota.

2. Masalah yang menyangkut penanaman modal belum optimal

terhadap investor seperti masalah perizinan yang rumit dan

} | memakan waktu yang relative lama, biaya pengurusan yang tinggi
l - dan pungutan — pungutan lainnya, kami berharap masalah —
i \ masalah ini dapat segera diselesaikan dengan ditetapkannya Perda
ini, sehingga investor menjadi tertarik menanamkan modalnya di

Prov. Sumbar.

3. Sebagaimana yang kita ketahui bersama penanaman modal sangat

i dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian dan
pembangunan khususnya di daerah oleh karena itu kebijakan dari
i pemerintah juga sangat diperlukan untuk mendukung investor
dalam menanamkan modalnya di prov. Sumbar dan kami berharap

Pemda konsisten terhadap pemberian insentif dan kemudahan

terhadap penanam modal.

4. Diminta kepada Pemprov dan Pemko/Pemkab tidak hanya cekatan
untuk mengundang investor berinvestasi di ranah minang namun
yang tidak kalah penting adalah bagaimana memberikan

perlindungan dan keamanan serta kenyamanan berusaha bagi

e s B

setiap investor.




IIl. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 4
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Dengan terjadinya perubahan nomenklatur pada masing —
masing dinas diharapkan pencapaian target kinerja dinas
tersebut harus lebih baik dari sebelumnya, seperti pada Dinas
Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
seharusnya bisa lebih baik lagi dalam mencapai sasaran kinerja
yang akan di tetapkan karena daerah Prov. Sumbar dengan
segala kekayaan alamnya mempunyai banyak sekali objek —
objek wisata yang dapat dijadikan sebagai salah satu faktor

penting yang dapat menunjang pendapatan asli daerah.

2. Perubahan nomenklatur pada masing — masing dinas
diharapkan nantinya akan dapat mengatasi permasalahan dan
dinamika yang berkembang saat ini maupun kedepannya yang

sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Sumbar.

3. Dengan ditetapkan Ranperda ini menjadi Perda diharapkan
pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan

secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan daerah.




IV. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

1. Perubahan atas peraturan daerah ini diharapkan dapat lebih
meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan
perizinan dengan penempatan Sumber daya yang berkualitas

yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing — masing.

2. Dengan disyahkannya Perda ini diharapkan tugas Pokok
pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat hendaknya
menjadi semakin baik, sehingga tugas untuk menjalankan fungsi
otonomi daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat
terwujud dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah

Sumbar.

V. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN
2011 TENTANG RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT.

1. Kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar meminta
kepada pemerintah daerah dalam penjabaran RPJMD harus
benar melihat dengan jeli agar program tidak terkesan ada
ketidaksinkronan. Dan perubahan RPIMD yang dilakukan saat
ini sebaiknya diatur oleh perda, Sesuai dengan amanah dari
Undang — undang Nomor 32 tahun 2004 dan Permendagri
Nomor 54 tahun 2010.




Sosialisai terhadap perubahan target RPJMD tahun 2010 - 2015
perlu dilakukan secara intensif kepada kab/kota sehingga dapat
dipahami, dan diharapkan kab/kota dapat menyesuaikan
kebijakan anggarannya (RKPD) dengan perubahan RPJMD

provinsi.

Sebaiknya Pemprov maupun Pemkab/ Pemko perlu melakukan
kajian terhadap permasalahan ketimpangan distribusi
pendapatan dalam masyarakat Sumbar karena sebagaimana
yang kita ketahui secara nasional distribusi masyarakat semakin
timpang dan faktor pemerataan distribusi pendapatan

merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintah daerah .

Sebagai suatu rencana pembangunan jangka menengah yang
akan dilaksanakan setiap tahun, diperlukan suatu tolok ukur
yang jelas untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPJMD
tersebut sehingga dapat diketahui keberhasilannya dari
rencana tersebut. Kami berharap RPJMD yang merupakan
acuan dalam penyusunan RPJMD Kab/Kota dapat bersinerji dan
menyelaraskan program perencanaan pembangunan di tingkat
kab/kota di provinsi Sumbar sehingga terciptanya pemerataan
pembangunan antar wilayah dalam provi'nsi, dan tidak terjadi

ketimpangan antara daerah kab/kota.




5. Program — program yang telah disusun dalam RIMD sebaiknya
harus diikuti dengan strategi yang riil atau nyata sehingga bisa
dievalusi tentang hasil yang teléh dicapai, sehingga RPJMD
tidak hanya bersifat teoritik dan normative saja tetapi sesuai

dengan yang di inginkan oleh masyarakat Prov. Sumbar.

Saudara Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat serta hadirin
yang kami muliakan :

Demikian pendapat akhir ini kami sampaikan, dengan mengucapkan
Bismilahirohmanirrohim, kami fraksi Partai HANURA dapat MENERIMA
DAN MENYETUJUI Ranperda ini untuk dapat ditetapkan.

Kiranya saran- saran yang kami paparkan diatas, dapat menjadi
pedoman tambahan dan pertimbangan bagi kita bersama di masa-masa
yang akan datang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila terdapat
kekeliruan atau ketidak sempurnaan dalam pemaparan yang baru saja kami
sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, kiranya
Pembangunan Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik dan
kesejahteraan yang kita idam-idamkan bersama sesuai dengan amanat

UUD 45 dapat segera terwujud ranah negeri kita tercinta ini.

Amiiiin Ya Rabbal Alamin.
Wabillahittaufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wr Wb.

etua Sekretaris
e
Drs.H. RLIS, MM H.DEDY EDWARD, SE, MM
PENASEHAT : H. M. TAUHID
H. SUNARNO GANI, SH
KETUA : Drs. H. MARLIS, MM
SEKRETARIS : H. DEDY EDWARD, SE, MM

BENDAHARA : H. HASWAN, BE




